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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Berkah
dan Rahmat-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Mataram Tahun 2024 dapat kami sajikan.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Mataram adalah sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 4506/SEK/OT1.6/X11/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyusunan Laporan

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 yang sudah tersusun ini menyajikan
informasi yang disertai data mengenai pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Mataram yang bersumber dari unit pengolah data pada bagian Kepaniteraan maupun
Kesekretariatan.

Informasi dan data yang tersaji merupakan kompilasi kegiatan yang juga melibatkan
satuan kerja di seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, yaitu
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Laporan Pelahsanaan Kegiatan 2024
Semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini dapat memberikan informasi

yang dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Mataram dan seluruh satuan kerja di wilayah hukumnya selama Tahun 2024. Dan semoga

kekurangan dari laporan ini menjadi koreksi bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Mataram dalam pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. Namun jika ada kelebihannya akan

menjadikan semangat bagi kami untuk dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan untuk

i pelaksanaan kegiatan tahun-tahun mendatang.

|

Mataram, 30 Januari 2024

Ketua Pep ay Tinggi Tata Usaha Negara Mataram
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Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024

WILAYAH HUKUM PTTUN MATARAM

GEDUNG KANTOR PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
JL. MAHONI NO.3 KEL. MONJOK BARAT, KEC. SELAPARANG, KOTA MATARAM

Peta Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Meliputi :
Daerah Hukum Propinsi Bali, NTB, NTT



BAB |
PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan
Undang- Undang Dasar Negara Rl 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan
bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut
pemerintah melalui aparatunya di bidang Tata Usaha Negara (TUN) diharuskan berperan positif
aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Menyadari sepenuhnya peran positif aktif pemerintah
dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah menghadapi
kemungkinan timbulnya benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara badan atau
pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut dari segi hukum perlu dibentuk Peradilan Tata
Usaha Negara, oleh karena pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai bagian
pembangunan hukum nasional yang berwatak dan bersifat integral serta dilaksanakan
berkesinambungan sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR RI No. Il / MPR / 1983
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara
merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang Tata Usaha Negara.

Memang peradilan di bidang Tata Usaha Negara merupakan lembaga baru dalam
tatanan hukum Indonesia dan pembentukannya memerlukan perencanaan serta persiapan yang
sebaik-baiknya sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap. Undang-Undang
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikeluarkan pada tahun 1986 yaitu Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara baru bisa diterapkan 5 (lima) tahun
kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang
Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang — undang No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan bila timbul benturan kepentingan, perselisihan / sengketa antara
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau
menghambat jalannya pembangunan nasional.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada
Mahkamah Agung Rl sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dibentuk dengan Undang-undang Nomor

10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang,



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan di resmikan pada tanggal 5
Desember 2022 adalah merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, maka Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Mataram meliputi daerah propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Timur. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang —undang No 51 Tahun
2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berwenang untuk menerima, memeriksa dan
memutus perkara Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dan yang yang dimintakan
Pemeriksaan Banding oleh para pencari keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di
wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, yaitu dari :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
Disamping itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga mempunyai kewenangan untuk

menyelesaikan:

a. Sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah
hukumnya, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai tingkat
pertama dan terakhir;

b. Sengketa yang telah melalui upaya administrative, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama (Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana
telah diubah dengan Undang — undang No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan tehnis yustisial bagi perkara banding;

b. Memberikan pelayanan teknis yustisial untuk perkara Tingkat Pertama, Perkara tertentu
sesuai ketentuan Undang — Undang yang berlaku.

¢. Memberikan pelayanan di bidang admnistrasi perkara banding dan administrasi peradilan
lainnya;

d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera,
Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;

e. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha



Negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;

f. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Tata Usaha dan Rumah
Tangga, Keuangan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tl, Rencana Program dan Anggaran);
g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum
Tata Usaha Negara, pelayanan riset / penelitian.
VISI DAN MISI
Adapun Visi Badan Peradilan (yang juga merupakan penegasan dan perwujudan
kehendak atau cita-cita rakyat Indonesia di bidang pelaksanaan kekuasaan kehakiman) telah
dirumuskan oleh Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 — 2035 sebagai
berikut :
Visi Badan Peradilan adalah : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”
Oleh karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram merupakan bagian dari
Badan Peradilan, maka visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram mengacu dan
berpedoman pada visi Badan Peradilan tersebut, yaitu :
Visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram : “Terwujudnya Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Mataram Yang Agung” Visi tersebut diupayakan untuk dicapai melalui
misi. Sebagaimana dirumuskan oleh Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan
2010 - 2035, adapun Misi Badan Peradilan adalah sebagai berikut di bawah ini :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.

e

Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara

proporsional dalam APBN.

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat,
tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman,
nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif,
sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya
peradilan.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan

transparansi.

10. Modern dengan berbasis Tl terpadu.



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan
kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business)
yang diemban. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 173/SEK/SK/1/2022 tgl. 31
Januari 2022 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Rl dapat

digambarkan pada matriks di bawah ini :

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR
KINERJA

1. | Terwujudnya Peradilan Yang Pasti,| a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Transparan dan Akuntabel b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum kasasi

¢. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap
layanan peradilan

2. | Peningkatan efektifitas a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para

pengelplgan;peanyelession parkars pihak/pengadilan pengaju tepat waktu
















































































































